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LffiMBARAN

NCMOR 02

PAHRIAH

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2OO7

PERATUIIAN DAE, ITAH KAI}UPA]'EI\ CIAI\JUR

NOMOIT 02 TAI.IUN 2O()7

,tEN'I'AN(;

PENGET,OLAAN KIITJANCAN DAtiITAI.I

DENGAN ItAllMAl-'fLJl-lAN YANG MAl.lA I:SA

BUI)AI'I CIAN.IIJIi.

Menimbang : a. bahwa dalam rallgka menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah
yang selaras dengan perkembangan ketentuan perundangan yang berlaku

rulhtffi li'rri,',,i";:"ilxTl??:it,il:H,lT,l,h'Tff 
ij;n

b. bahwa Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Cianjur
telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nonror l(r Tahun 2002 clan ..

dir.rrrdangkan dalarn Lembaran Daerah 'l'ahun 2002 tanggal 129 Novernber 2002

ivl engingat

2.

l.

Nomor 67 Seri D:

bahwa clengan keluarnya Peraturarr Pcnterintah Nonror 58 T'ahurn 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomor l3
'l'alrun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr, tata cara
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksuci dalarn huruf b perlu
diti niar.r kembali dan discnrpurrrakanl

bahlva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c,
perlu diatur kembali Tata Cara Pengelolaan I(euangan Daerah dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor l4 l'ahr"rn tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkr.rngarr Propinsi Jawa lSarat (f]erita Negara tahun
1950 Nomor 43);
ii 'l'ahun 2004 Nornor 5:1. 'l-anrbahari

.L-embaran Negala Nomor 4389):

c.

cl.
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6.

7.

8.

ll

12.

13.

14.

10.

tentang kedudukan protokoler
dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangarr Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

 tentang Pe,Joman Penyusunnn
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Nlegara Tahun 2005' Nomor 150, Tambahan l-embaran Negara Nomor 4585);
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19.
 tentang Pelaporan Keuarrgan dan

Kiner.ia lnstansi Pemerintah (L,embaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

Tanrbahan Lenrbaran Negara Nontor 4(rl4)l

22. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengaclaan Barang/.lasa lnstansi Pernerintah

sebagaimarra telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 79 Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor l3'fahLrn 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabr.rpaten Cianiur Nomor 02'lahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nonior 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunarr Peraturan Daerah dan Penerbitarr [-enrbaran Daerah (i.embaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D)'

Dengan Persetu.iuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI]UPA'TE,N CIANJUI{

cl atr

BTJ PA]'[ (- IAN.I [J IT

MEMUTT.ISKAI\:

Menetapkan : PERATURAN
DAERAH.

DAERAI-t TIIN'l'ANC P t1N Ci I-iLO L,A/''.N KHt lAl.J GAhi

BAT} I

KETENTUAI.I UMUN4

Bagian Prrtama

Pengertian

Pasal I

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pernerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pcmerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi .lawa Barat.

3. Daerah adalah Kabupaten Cianiur.

4. Pemerintahan Daerah adalah renyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan I'erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan ltepublik lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undarrg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglkat Daerah sebagai Llnsur

. 
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. tsupati adalah Bupati Knbupaten Cianjur.
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7. I)ewan I)crwakilarr ll,akyat Dacralr yang selatr.ir,rtnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilart Rakyat Dacrah Kabupatcn Cianjur sebagai unsur
perryc lenggara penterirttahan daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Cianjur,

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa.jibarr daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala berrtuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewa.iiban daerah. dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. 'fim Anggaran Penrerirrtah Dacrah. yarrg selaniLrtnya disebut TAPD adalah tim
yarig dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugasmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusLrnan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah. PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1 l. Peratr"rran daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Cianjur yang disetujui
bersanra oleh BLrpati dan Dewarr Perwakilarr ltakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Perrrerintah Daerah yang
bersif'at terbuka dan diundangkan dalarrt Lembaran Daerah.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporarr. pertanggung-jawaban. darr
pcngawasan keuangan daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selaniutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah aJalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurr"rhan
pengelolaan keuangan daerah,

16. Pertanggjawaban pelaksanaan APBD acialah laporan atas pelaksanaan anggaran,
yang melipr.rti realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam tahurr anggaran yang
bersangkutan.

17. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran dalarrr satu l<elompok rekening
dengarr tidak mengubah jumlah anggaran dalanr kelompok rekening 1,ang
bersangkutan.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APIID dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
bendahara umum daerah.

21 , SatLlan Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya
perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

22. Pengguna AnggAran aclalah pejabat pemegang

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

clisingkat SKPD adalah

kewenangan penggunaan
SKPD yang dipimpinnya,

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dilleri kuasa untuk
, melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi SKPD.

http://www.bphn.go.id/



b

5

2,1. I)c.iabat l)elaksana J'eknis Kegiattrn yang sclan.iutnya disingkat PPI-K adalah
pc.iabat pada unit kerja Sl(PI) yarrg mclaksanakan satu ataLr b:bcrapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tlrgasnya.

25. I)errggLrrra Barang adalah pejabat penregang kewcnangan penggunaan biirang
rnilik daerah.

26. Kas Unrunr Daerah adalah tenlpat pcnyinrpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerinraan daerah dan membayar
sel uruh pengeluaran daerah.

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekt:ning tempat penyimpanan uang daerah
yang diteritukan oleh Bupati untr.rk menampung selurulr penerimaan daerah dan
nrenrbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Berrdahara Penerimaatr adalah pe.iabat fungsiorral yang ditunjuk untuk
nlenennla' menyit'r]pan, l'l"lc tlyc to t"kAl't, l'tlcrlataLtsahak ln, dan
riempertanggungiawabkan uang perrdapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

29. Bendahara Pengeluaran adalah pc.ialrat lirngsiorral yang ditunjuk menerima,
menyirnpan, membayarkan, menatausahakan, dan nrempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belania daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

3 l. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. \

33. Belania Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belania daerah.

36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahurr-tahurr anggaran berikutnya.

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejurmlah Llang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewa.iiban untuk menrbayar kembali.

39. Kerarrgka Pengeluaran .langka Menengah adalah kebijakan
penggunaan/pengeluaran anggaran untuk suatu periode waktu lebih dari satu
tahun anggaran dimana implikasi biaya sebagai akibat kebijakan ini 'pada tahun
berikutnya dituangkan da-lam pral<iraan maju.

40. Prakiraan Maju (/bru,ard estimcrlc) adalali perhitLrrrgan kebr"rtuhan dana untuk
tahun. airggaran berikutnya dari tahun yang clirencanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujul dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 1,ang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran denga.n kuantitas <ian kualitas yang
'dapat diukur'.
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